ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP 

PENERIMAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN














































commit to user 
ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP 
PENERIMAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta Tahun 2008-2010) 
 
TUGAS AKHIR 
Disusun untuk memenuhi sebagai persyaratan 






PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN 
FAKULTAS EKONOMI 
















































commit to user 
ABSTRACT 
 
ANALYSIS OF ADHERENCE LEVEL OF TAXPAYERS TOWARD LAND 
AND BULDING TAX PAYMENT 





Taxes are national income used to fund the development. One of them is 
Land and Building Tax. Land and Building Tax is central tax that its revenue up 
to 90 percent back to local government. The aim of this research is to analyze 
adherence level of taxpayers toward Land and Building Tax payment at Pratama 
Taxation Office Surakarta for during 2008-2010. This research uses literature 
method and document assessment method. Literature method refers to study and 
collect data about the meaning of role and performance from various literatures 
and books related to this research. Document assessment method refers to collect 
relevant document have been processed or have not been processed yet from 
Pratama Taxation Office or other institution. Based on this research, Land and 
Building Tax revenue in Surakarta during 2008-2010 increased. Development 
level of Land and Building Tax revenue during that time was very good. It was 
evidenced by target achievement of Land and Building Tax revenue at Pratama 
Taxation Office Surakarta in 2010. The author gives a recommendation to 
Pratama Taxation Office Surakarta to improve Land and Building Tax revenue 
such as Land and Building Tax revenue should create a good relationship between 
taxpayers and tax officials for better taxes collection, many facilities like Land 
and Building Tax payment online must be more effective and develop again 
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ABSTRACT 
 
ANALYSIS OF ADHERENCE LEVEL OF TAXPAYERS TOWARD LAND 
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A. Gambaran Umum Perusahaan 
1. Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak  Pratama Surakarta 
Kantor Pelayanan Pajak  Pratama Surakarta telah ada sejak lama 
dengan berbagai istilah. Sebelum tahun 1966, Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Surakarta berstatus sebagai Kantor Dinas Luar Tingkat I 
Surakarta dibawah wewenang wilayah kerja dari Kantor Inspeksi 
Keuangan Yogyakarta. 
Pada tahun 1966 karena semakin banyaknya jumlah Wajib Pajak 
dan jumlah penerimaan pajak, Kantor Dinas Surakarta ditingkatkan 
menjadi Kantor Inspeksi Keuangan Surakarta yang membawahi 
diantaranya Kantor Dinas Luar Tingkat I Klaten. Pada akhir tahun 1966 
semua istilah Kantor Inspeksi Pajak Surakarta A berdasarkan Keputusan 
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/ Keputusan Menteri 
Keuangan Nomor 01 tahun 1994 tanggal 29 Maret 1994 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak, dengan wilayah kerja 
meliputi Kotamadya Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten 
Boyolali, Kabupaten Sragen, serta Kantor Penyuluhan Pajak Sragen yang 
berkedudukan di Sragen. 
Sehubungan dengan reorganisasi di lingkungan Direktorat Jenderal 


















































Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Kantor Pelayanan Pajak Surakarta 
yang terletak di Jalan K.H. Agus Salim No. 1 Surakarta dibentuk 
berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak Keputusan Nomor 
141/Pj/2007 yang ditetapkan tanggal 3 Oktober 2007 tentang Penerapan 
Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II dan Kantor Pelayanan, 
Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di lingkungan Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I Kantor Wilayah Direktorat 
Jenderal Pajak Jawa Tengah II, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 
Daerah Istimewa Yogyakarta. Kantor Pelayanan Pajak  Surakarta mulai 
beroperasi tahun 30 Oktober 2007. 
Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak  Pratama, merupakan bagian 
dari program reformasi birokrasi perpajakan yang sifatnya komprehensif 
dan telah berjalan sejak tahun 2002 ditandai dengan terbentuknya Kantor 
Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar. Pembentukan 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama lanjutan dilandasi oleh terbitnya Surat 
Edaran Nomor 19/Pj/2007 tanggal 13 April 2007 tentang Persiapan 
Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern pada Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal Pajak. 
Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Seluruh 
Indonesia dilakukan pada tahun 2007-2008. Perubahan yang dilakukan 
meliputi struktur organisasi, proses bisnis, teknologi informasi dan 


















































Perbaikan dalam struktur Direktorat Jenderal Pajak terefleksi pada 
karakter kantor modern antara lain adanya Account Representative untuk 
pelayanan kepada Wajib Pajak, penerapan Kode Etik Pegawai yang 
diawasi oleh komite kode etik pegawai, dan sistem penggajian yang lebih 
baik. 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama merupakan penggabungan tiga 
jenis unit kantor yang berbeda yakni gabungan dari Kantor Pelayanan 
Pajak, Kantor Pelayanan Bumi dan Bangunan dan Kantor Pemeriksaan 
dan Penyidikan Pajak dengan masing-masing seksi ke dalam seksi-seksi 
yang baru sebagai berikut: 
a. Pengawasan dan Konsultasi 
Secara umum memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak yang 
berupa bimbingan atau penyuluhan. selain itu ada tugas pengawasan 
yang berupa kepatuhan pembayaran dan pelaporan, juga melakukan 
penggalian potensi berdasar hasil pengawasan dan bimbingan. 
Berdasarkan wilayah di kota Surakarta, maka Seksi Pengawasan dan 
Konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta ini dibagi 
menjadi 4 (empat): 
1) Pengawasan dan Konsultasi I untuk wilayah Kecamatan Laweyan 
2) Pengawasan dan Konsultasi II untuk wilayah Kecamatan Jebres 
3) Pengawasan dan Konsultasi III untuk wilayah Kecamatan Serengan 


















































4) Pengawasan dan Konsultasi IV untuk wilayah Kecamatan Banjarsari 
b. Seksi Pusat Data dan Informasi (PDI) 
Melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, 
pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, 
perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, 
pemantauan aplikasi e-SPT, dan e-filling serta penyiapan laporan kerja. 
c. Seksi Pelayanan  
Melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, 
pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan 
pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, 
penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta 
melakukan kerjasama perpajakan. 
d. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan  
Merupakan peralihan dari Seksi Pendataan dan Penilaian pada 
Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, serta menindaklanjuti 
data yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak untuk dihimbau 
agar segera memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. 
e. Seksi Pemeriksaan 
Melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan 
pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat 




















































f. Seksi Penagihan  
Melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan 
angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan pengahapusan 
piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan. 
g. Sub Bagian Umum 
Melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan 
rumah tangga. 
2.  Fasilitas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta dilengkapi dengan: 
a. Aula yang terletak berdekatan dengan taman berseri Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Surakarta, yang sering digunakan untuk sosialisasi 
pajak dan pertemuan-pertemuan resmi. 
b. Poliklinik yang dibuka setiap Senin dan Kamis, yang dilayani oleh 1 
(satu) orang dokter. 
c. Lapangan tenis outdoor di halaman belakang kantor yang digunakan 
sebagai sarana olahraga pegawai. Selain itu juga digunakan oleh 
pegawai untuk bermain futsal. 
d. Ruang rapat khusus yang digunakan untuk pertemuan-pertemuan 
khusus. 
e. Koperasi Pegawai Negeri guna membantu kesejahteraan dan 
kebutuhan para pegawai dengan nama Koperasi Pegawai Negeri 
Direktorat Jenderal Pajak Surakarta “BERSERI TP” yang 


















































Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta dan Kanwil Direktorat 
Jenderal Pajak Jawa Tengah II. 
f. Kantin yang berada di belakang kantor dan tempat fotokopi yang 
dikelola oleh koperasi dengan menyewa tempat di kantor. 
g. Mushola yang terletak di belakang kantor sebagai sarana tempat 
beribadah bagi para pegawai yang beragama Islam. 
3.  Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta 
a. Tugas Pokok kantor Pelayanan Pajak Surakarta 
Melaksanakan pelayanan, pengawasan administratif, dan 
pemeriksaan sederhana terhadap Wajib Pajak dalam bidang Pajak 
Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah dan Pajak Tidak langsung lainnya dalam 
wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
b. Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Surakarta 
1) Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi 
perpajakan, pengamatan, potensi perpajakan, dan ekstensifikasi 
Wajib Pajak. 
2) Penelitian dan penatausahaan surat pemberitahuan tahunan/ masa 
serta berkas Wajib pajak. 
3) Pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan, Pajak 
Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah, 


















































4) Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian 
keberatan, penatausahaan banding, dan penyelesaian restitusi Pajak 
Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan 
Nilai Barang Mewah, dan Pajak langsung lainnya. 
5) Pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan. 
6) Penerbitan Surat Ketetapan Pajak 
7) Pembetulan Surat Ketetapan Pajak. 
8) Pengurangan sanksi pajak 
9) Penyuluhan dan konsultasi perpajakan. 
10) Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Surakarta. 
4.  Peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta 
a. Mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara dari pajak, serta 
non pajak sesuai dengan peraturan perudang-undangan yang berlaku 
sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar 
negeri, guna membiayai tugas pemerintah dan pembangunan. 
b. Ikut serta dalam pembangunan dunia usaha dan industri dalam negeri 
dengan jalan memberikan fasilitas kebijakan fiskal, seperti memberi 
kemudahan dalam pengolahan bahan baku impor untuk memproduksi 




















































5. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta 
   Gambar I.1 

































































































6. Jabatan dan jumlah karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta 
dapat dilihat dari tabel sebagai berikut: 
Tabel I.1 
Jabatan dan Jumlah Karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta 
Tahun 2011 
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Surakarta 1 
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Seksi Pengawasan 







   9 
Seksi Pengawasan 













dan Konsultasi III 
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Seksi Pengawasan 
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Berdasarkan Standar Prosedur Operasi Direktur Jenderal Pajak 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-14/Pj/2008 tentang Fungsi 
dan Tugas Pokok dari Seksi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah 
sebagai berikut: 
1. Seksi Subbag Umum 
a. Menerima dokumen, memproses dan penatausahaan dokumen masuk 
di Subbag Umum serta penyampaian dokumen di Kantor Pelayanan 
Pajak. 
b. Mengajukan pengujian kesehatan pegawai, pengurusan gaji, pengajuan 
uang makan Pegawai Negeri Sipil, pemberhentian gaji. Tugas lainnya 
yaitu melaksanakan pelantikan, sumpah dan serah terima jabatan, serta 
pengambilan sumpah Pegawai Negeri Sipil. 
c. Membuat kartu tanda pengenal pemeriksa, menerbitkan ijin 
melanjutkan pendidikan di luar kedinasan, mengajukan usul peserta 
pendidikan di luar negeri. 
d. Laporan perkawinan pertama pegawai, pengajuan usul permohonan 
pensiun janda/ duda, pengajuan usul permohonan berhenti bekerja 
sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri, pengajuan usul 
pengangkatan bendahara. 
e. Menyusun laporan bulanan konversi energi, laporan berkala, laporan 
tahunan, laporan atau daftar realisasi anggaran, laporan Sistem 
Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran tingkat satuan kerja atau Unit 


















































f. Permohonan uang duka meninggal, permohonan kartu tanda asuransi, 
dan Taspen mekanisme pembayaran anggaran belanja (pembayaran 
melalui uang persediaan). 
g. Permintaan dan pembayaran lembur pegawai. 
h. Melakukan pembayaran tagihan melalui mekanisme langsung kepada 
rekanan. 
i. Melaksanakan penutupan buku kas umum, penerimaan inventaris dari 
rekanan/ pihak lain, pelaksanaan penghapusan barang milik Negara 
dengan lelang pada unit Kantor Pelayanan Pajak. 
j. Pemusnahan dokumen, serta penyusunan ajaktanggapan/ tindak lanjut 
terhadap Surat Hasil Pemeriksaan atau Laporan Hasil Pemeriksaan dari 
Itjen Departemen Keuangan/ Barang Kena Pajak/ Unit Fungsional 
Pemeriksa Lainnya. 
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi  
a. Pembentukan dan pemanfaatan bank data 
b. Memproses dan penatausahaan dokumen masuk serta alat keterangan 
seksi Pengolahan Data dan Informasi 
c. Menyusun rencana penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, 
perkembangan ekonomi dan keuangan. 
d. Membuat laporan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan atau Bea 



















































e. Membuat dan menyampaikan Surat Perhitungan ke Kantor Pelayanan 
Pajak lain. 
f. Meminjamkan berkas data atau alat keterangan kepada Seksi terkait. 
g. Penatausahaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Non Elektronik. 
3. Seksi Pelayanan 
a. Penatausahaan surat, dokumen masuk, dokumen Wajib Pajak, laporan 
Wajib Pajak pada tempat tata cara pendaftaran Wajib Pajak, 
penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, perubahan identitas Wajib 
Pajak, serta pemberitahuan penggunaan norma penghitungan. 
b. Menyelesaikan permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan 
pencabutan Pengusaha kena Pajak. 
c. Menyelesaikan pemindahan Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak di 
Kantor Pelayanan Pajak lama. 
d. Menyelesaikan pemindahan Waib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak di 
Kantor Pelayanan Pajak baru. 
e. Menerima dan mengola Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 
Penghasilan dan Surat Pemberitahuan Masa. 
f. Menyelesaikan permohonan perpanjangan waktu penyampaian Surat 
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, cetak salinan dan 
pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan atau Surat Ketetapan 
Pajak atau Surat Tagihan Pajak. 
g. Menerbitkan Surat Teguran penyampaian Surat Pemberitahuan Masa 


















































h. Meneliti hasil keluaran berupa Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan/ 
Surat Tagihan Pajak/ Daftar Himpunan Ketetapan Pajak/ Daftar Hasil 
Rekaman. 
i. Meminjamkan atau mengirimkan berkas. 
j. Melaksanakan pemenuhan permintaan konfirmasi dan klarifikasi. 
k. Menyelesaikan permohonan pembukuan dalam bahasa Inggris dan 
mata uang dolar Amerika Serikat. 
l. Melayani permintaan penetapan sebagai daerah terpencil 
m. Menyampaikan permintaan revaluasi aktiva tetap dari Wajib Pajak ke 
Kantor Wilayah. 
n. Menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak untuk 
perwakilan Negara asing dan badan-badan internasional serta pejabat 
atau tenaga ahlinya. 
4. Seksi Penagihan 
a. Memproses dan penatausahaan dokumen masuk di Seksi Penagihan, 
Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak beserta bukti 
pembayarannya, Surat Keputusan Pembetulan/ Keberatan/ Putusan 
Banding/ Pengurangan/ Pembatalan Ketetapan Pajak dan Surat 
Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi pada 
Seksi Penagihan. 
b. Menjawab konfirmasi dan tunggakan pajak Wajib Pajak. 
c. Menyelesaikan permohonan penundaan pembayaran pajak dan usulan 


















































d. Penagihan pajak seketika dan sekaligus. 
e. Menghapus piutang pajak. 
f. Menerbitkan Surat Teguran Pajak bunga penagihan, Surat Teguran 
Penagihan, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, dan 
Surat Keputusan Pencabutan Sita. 
g. Pemindahan berkas dari Kantor Pelayanan Pajak ke Kantor Pelayanan 
Pajak lainnya. 
h. Membuat usulan pencegahan dan penyanderaan terhadap Wajib Pajak 
tertentu. 
i. Melaksanakan lelang dan menyelesaikan permohonan pembatalan 
lelang. 
j. Membuat laporan Seksi Penagihan ke Kantor Wilayah. 
k. Menyelesaikan permohonan mengangsur pembayaran pajak.  
5. Seksi Pemeriksaan 
a. Penatausahaan Laporan pemeriksaan Pajak dan Nota Perhitungan. 
b. Menyelesaikan Surat Pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan lebih 
bayar, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak 
Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah selain 
Wajib Pajak patuh. 
c. Memproses dan penatausahaan dokumen masuk di Seksi Pemeriksaan. 
d. Menyelesaikan usulan pemeriksaan dan pemeriksaan bukti permulaan. 



















































6. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan 
a. Memproses dan penatausahaan dokumen masuk di Seksi 
Ekstensifikasi. 
b. Pendaftaran obyek pajak baru baik dengan penelitian kantor maupun 
lapangan. 
c. Menerbitkan Surat Himbauan untuk ber-Nomor Pokok Wajib Pajak, 
dan daftar nominatif untuk usulan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak 
Pemeriksaan Sederhana Lapangan Ekstensifikasi. 
d. Mencari data dari pihak ketiga dalam pembentukan/ pemutakhiran 
bank data perpajakan, serta data potensi perpajakan dalam monografi 
fiskal. 
e. Melaksanakan penilaian individual obyek Pajak Bumi dan Bangunan 
dan memelihara data obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan. 
f. Menyelesaikan permohonan penundaan pengembalian Surat 
Pemberitahuan Obyek Pajak, permohonan surat keterangan Nilai Jual 
Obyek Pajak, dan mutasi sebagian ataupun seluruh obyek dan subyek 
Pajak Bumi dan Bangunan. 
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi 
a. Memproses dan penatausahaan dokumen masuk di Seksi Pengawasan 
dan Konsultasi, serta menyusun estimasi penerimaan pajak per-Wajib 
Pajak. 
b. Menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak, Surat 


















































Ketetapan Pajak Kurang Bayar/ Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
Tambahan/ Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, teguran 
pengembalian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak, surat himbauan 
pembetulan Surat Pemberitahuan, serta menerbitkan penggantian Surat 
Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak atau Surat Perintah 
Membayar Imbalan Bunga karena lewat waktu atau daluwarsa, rusak 
atau salah baik yang telah didistribusikan maupun yang belum 
didistribusikan. 
c. Menyelesaikan permohonan penggunaan nilai buku dalam 
penggabungan, pengambilalihan, atau pemekaran usaha. 
d. Menyelesaikan permohonan keberatan, pembetulan ketetapan, 
pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak Penghasilan, 
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah 
di Kantor Pelayanan Pajak. 
e. Menyelesaikan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan 
pajak yang tidak benar baik Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan 
Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah di Kantor 
Pelayanan Pajak. 
f. Menyelesaikan permohonan pengurangan/ penghapusan sanksi 



















































g. Menyelesaikan permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak 
Penghasilan Pasal 21, Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 
22 Bendaharawan, Surat Keterangan Bebas Pemungut Pajak 
Penghasilan Pasal 22 Impor, Surat Keterangan Bebas pemungut Pajak 
Penghasilan Pasal 22 atas Impor untuk Wajib Pajak yang 
penghasilannya semata-mata dikenakan Pajak Penghasilan Final, Surat 
Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor emas 
batangan untuk diekspor perhiasan emas, Surat Keterangan Bebas 
Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23, Surat Keterangan Bebas 
Pemotong Pajak Penghasilan atas bunga deposito, tabungan, serta 
diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh dana 
pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. 
h. Menyelesaikan permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak 
Penghasilan atas pengalihan hak tanah dan bangunan bagi Wajib Pajak 
real estate, Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atas 
penyerahan Barang Kena Pajak tertentu Wajib Pajak perwakilan 
Negara asing atau badan internasional serta pejabat atau tenaga 
ahlinya, Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Barang Mewah 
atas pembelian kendaraan angkutan, Surat Keterangan Bebas Fiskal 
Luar Negeri, Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Barang 


















































i. Melayani permintaan perubahan tahun buku pertama, pemusatan Pajak 
Pertambahan Nilai, permohonan Surat Keterangan Fiskal Wajib Pajak 
Non Bursa. 
j. Menyelesaikan pemberian ijin pembubuhan tanda bea materai lunas 
baik dengan mesin teraan meterai, teknologi percetakan, maupun 
dengan sistem komputerisasi. 
k. Menyelesaikan permohonan penambahan deposito baik dengan mesin 
teraan meterai, teknologi percetakan, maupun dengan sistem 
komputerisasi. 
l. Menyelesaikan permohonan pengalihan saldo bea meterai baik dari 
mesin teraan meterai ke teknologi percetakan, dari teknologi 
percetakan ke mesin teraan, dari teknologi percetakan ke sistem 
komputerisasi, dari sistem komputerisasi ke mesin teraan, maupun dari 
sistem komputerisasi ke teknologi percetakan. 
m. Menyelesaikan permohonan pengurangan angsuran Pajak Penghasilan 
Pasal 25, pengembalian pendahuluan Pajak Penghasilan untuk Wajib 
Pajak patuh, perubahan metode penilaian persediaan, pengembalian 
pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai untuk Wajib Pajak kriteria 
tertentu khusus Wajib Pajak patuh, kelebihan pembayaran Pajak Bumi 
dan Bangunan, kelebihan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah 
dan Bangunan  terutang, kompensasi (pemindahbukuan) Pajak Bumi 
dan Bangunan/ Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, 


















































Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan/ Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar/ Surat Ketetapan Pajak Bea Perolehan 
Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan atas 
permohonan Wajib Pajak, pembetulan Surat Tagihan Bea Perolehan 
Hak atas Tanah dan Bangunan/ Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/ 
Surat Ketetapan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
Kurang Bayar Tambahan secara jabatan, pembatalan Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang/ Surat Keterangan Bebas/ Surat 
Tagihan Pajak, pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi dan 
pengurangan/ pembatalan Surat Ketetapan Pajak Bea Perolehan Hak 
atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar/ Surat Ketetapan Pajak Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan/ 
Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kantor 
Pelayanan Pajak, dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang 
seharusnya tidak terutang. 
n. Menetapkan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak bank, 
sewa guna usaha dengan hak opsi, Badan Usaha Milik Negara, dan 
Badan Usaha Milik Daerah serta menetapkan Wajib Pajak patuh. 
o. Membuat surat pemberitahuan perubahan besarnya angsuran Pajak 
Penghasilan Pasal 25 (dinamisasi), Surat Perintah Membayar 



















































p. Memberikan bimbingan kepada Wajib Pajak, menjawab surat yang 
berkaitan dengan konsultasi teknis perpajakan bagi Wajib Pajak, 
menentukan kembali tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan 
Bangunan, pemutakhiran profil Wajib Pajak, mengusulkan Pengusaha 
Kena Pajak fiktif. 
q. Melaksanakan putusan gugatan atau banding, ekualisasi, penelitian dan 
analisis kepatuhan material Wajib Pajak. 
r. Penatausahaan Surat Keputusan pembetulan, pengurangan atau 
penghapusan sanksi administrasi, serta Surat Keputusan Keberatan 
atau Banding atau pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak 
di Seksi Pengawasan dan Konsultasi. 
 
B. Latar Belakang 
Negara mempunyai kewajiban menyelenggarakan berbagai macam 
tugas yang berguna bagi masyarakatnya dari waktu ke waktu. Tidak mungkin 
bagi negara untuk menunaikan tugas tersebut tanpa adanya organisasi yang 
luas beserta segala cabang-cabang dengan berbagai tugasnya. Untuk 
membiayai semua itu, negara membutuhkan dana atau uang. Untuk 
mendapatkan uang, selain dari mencetak sendiri atau meminjam, pada zaman 
modern ini banyak jalan yang ditempuh oleh pemerintah. Sumber-sumber 
penghasilan negara berasal dari perusahaan-perusahaan negara, barang-
barang milik pemerintah atau yang dikuasai pemerintah, denda-denda dan 


















































peninggalan terlantar, hibah-hibah wasiat dan hibahan lainnya, pajak dan 
retribusi serta sumbangan. 
Sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang 
masih menjadi andalan pemerintah dalam membiayai pembangunan nasional. 
Pengertian pajak menurut Smeets, pajak adalah prestasi kepada pemerintah 
yang terutang melalui norma umum dan yang dapat dipaksakannya tanpa 
adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, 
dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Waluyo dan 
Wirawan, 2002: 5). Pajak terdiri atas dua jenis, yaitu Pajak Negara dan Pajak 
Daerah. Pajak Negara yang sering disebut dengan Pajak Pusat terdiri atas 
Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Meterai, dan Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah dan Bangunan, sedangkan Pajak Daerah terdiri atas Pajak 
Kendaraan Bermotor, Pajak Radio, Pajak Reklame, dan lain-lain. 
Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak Negara yang dikenakan 
terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 
tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994. Pajak Bumi dan Bangunan 
adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang 
ditentukan oleh keadaan obyek yaitu bumi/ tanah dan atau bangunan. 
Keadaan subyek pajak tidak ikut menentukan besarnya pajak. 
Sesuai Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang 


















































merupakan penerimaan negara yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah dengan imbangan pembagian sekurang-kurangnya 90% 
(sembilan puluh persen) untuk Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pemerintah 
Daerah I sebagai pendapatan daerah yang bersangkutan, sedangkan sisanya  
10% (sepuluh persen) merupakan bagian Pemerintah Pusat. Dengan 
memperhatikan pembagian tersebut terlihat bahwa hasil penerimaan Pajak 
Bumi dan Bangunan diarahkan untuk kepentingan masyarakat di Daerah 
Tingkat II.  
Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan diserahkan kepada Dirjen 
Pajak dengan unit operasionalnya adalah Kantor Pelayanan Pajak. Dalam 
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan digunakan sistem Official Assesment 
System. Dalam sistem ini jumlah pajak yang terutang oleh Wajib Pajak 
dihitung dan ditetapkan oleh aparat pemungut pajak atau fiskus. Dalam hal ini 
Wajib Pajak bersifat pasif, sedangkan fiskus bersifat aktif (Suandy, 2002). 
Dalam kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang belum 
melakukan kewajiban perpajakannya. Amatlah sulit untuk dapat menerapkan 
sepenuhnya semboyan “orang bijak taat pajak’’. Penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta untuk tahun 2008 
dan 2009 tergolong rendah bila dibandingkan tahun 2010 karena masih 
banyak pokok maupun tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan yang belum 
dilunasi, sedangkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor 



















































Terkait dengan penerimaan pajak tersebut, diperlukan kesadaran dari 
para warga negara atau yang lebih akrab disebut dengan Wajib Pajak dalam 
memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam rangka penerimaan dan 
pengamanan pajak perlu dilakukan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak baik 
secara aktif maupun secara persuasif. Namun apabila upaya–upaya tersebut 
tidak mampu berjalan secara optimal diperlukan suatu tindakan tegas dari 
fiskus dalam pemungutan pajak ini. Hal ini disebabkan karena pajak 
merupakan iuran kepada Negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapat 
imbalan jasa secara langsung. Atas dasar pemikiran tersebut dilakukan 
tindakan penagihan pajak baik secara aktif maupun secara persuasif.  
Tingkat kepatuhan Wajib Pajak ini tentunya juga berpengaruh pada 
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak terkait. 
Diperlukan suatu analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat  
kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pembayaran Pajak Bumi dan 
Bangunan, oleh karena itu penulis memilih judul “ANALISIS TINGKAT 
KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN 
PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi Kasus Pada 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta Tahun 2008-2010)”. 
 
C. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap pembayaran Pajak 



















































2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak 
dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Surakarta untuk tahun 2008-2010? 
 
D. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap pembayaran 
Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta 
untuk tahun 2008-2010. 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat 
kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta untuk tahun 2008-2010. 
 
E. Manfaat Penelitian 
1. Bagi penulis 
Untuk mengimplementasikan ilmu yang diperoleh penulis dari perkuliahan 
dan magang ke dalam dunia nyata melalui karya ilmiah. 
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta 
Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi 
dan bahan masukan dalam meningkatkan kinerja. 
3. Bagi pihak lain 




















































F. Tehnik Analisis Data 
1. Objek Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Hal 
yang ingin dikaji yaitu mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap 
penerimaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan 
Pajak Surakarta Tahun 2008-2010. 
2. Jenis dan Sumber Data 
a) Jenis Data 
Jenis data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah: 
1) Data Kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, 
kalimat, dan gambar. Untuk penelitian ini menggunakan data dari 
pertimbangan narasumber yang memiliki pengetahuan dan 
pengalaman dibidang tertentu. 
2) Data Kuantitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka atau 
data kuantitatif yang diangkakan. Untuk penelitian ini menggunakan 
data tentang  pokok dan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan 
beserta pelunasannya untuk tahun 2008-2010 Kota Surakarta serta 
realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008-2010 
Kota Surakarta di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. 
b) Sumber Data berasal dari: 
1) Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang 
diteliti mengenai data–data yang berhubungan langsung dengan 


















































narasumber yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang 
tertentu. 
2) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung 
dengan mempelajari buku–buku, makalah, Undang–Undang 
Perpajakan yang berlaku, serta Surat Keputusan tentang Penagihan 
Pajak.  
c) Metode Analisis Data 
1) Metode Kepustakaan  
Penulis mempelajari dan mengumpulkan data berupa pengertian 
peranan dan kinerja dari berbagai literatur serta buku-buku yang 
berkaitan dengan penelitian ini. 
2) Metode Pemeriksaan Dokumen 
Penulis mengumpulkan dokumen-dokumen yang sudah maupun 
yang belum diolah, sepanjang relevan dengan bahasan penulis 
baik dari dokumentasi pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

























































ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
A. Tinjauan Pustaka 
1. Pengertian Pajak 
Soemitro dalam Mardiasmo (2003: 1), pajak adalah iuran rakyat 
kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) 
dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat 
ditunjukkan dan yang digunakan umtuk membayar pengeluaran umum. 
Pengertian pajak menurut Smeets dalam Waluyo dan Wirawan (2002: 5), 
pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma 
umum dan yang dapat dipaksakannya tanpa adanya kontraprestasi yang 
dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk 
membiayai pengeluaran pemerintah. 
a. Fungsi pajak 
Fungsi pajak ada dua, yaitu: 
1) Fungsi budgetair 
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluarannya. 
2) Fungsi regulerend 
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 



















































b. Pengelompokan Pajak 
1) Menurut golongannya, pajak dibedakan menjadi dua, yaitu: 
a) Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh 
Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada 
orang lain. 
b) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada umumnya dapat 
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 
2) Menurut sifatnya, pajak dibedakan menjadi dua, yaitu: 
a) Pajak subyektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan 
pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib 
Pajak. 
b) Pajak obyektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan 
obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan Wajib Pajak. 
3) Menurut lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi dua, yaitu: 
a) Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. 
b) Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah 
dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 
c. Sistem Pemungutan Pajak 
1)  Official Assessment System 




















































kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang  
terutang oleh Wajib Pajak, yang mempunyai ciri-ciri: 
a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada 
fiskus. 
b) Wajib Pajak bersifat pasif. 
c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak 
oleh fiskus. 
2) Self Assessment System 
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 
kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak yang 
terutang, yang mempunyai ciri-ciri: 
a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada 
Wajib Pajak sendiri. 
b) Wajib Pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan 
melaporkan sendiri pajak yang terutang. 
c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi 
3) With Holding System 
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 
kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang 
bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang 




















































2. Pajak Bumi dan Bangunan 
a. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan 
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang 
sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan 
nasional sebagai pengamalan pancasila yang bertujuan untuk 
meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan oleh karena 
itu perlu dikelola dengan meningkatkan peran serta masyarakat sesuai 
dengan kemampuannya (Adriana, 2003: 1353). 
Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak Negara yang dikenakan 
terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 
12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994. Pajak Bumi dan 
Bangunan adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas benda 
berupa harta tak gerak, yaitu bumi dan bangunan (Soemarso, 2007: 
612). Definisi Pajak Bumi dan Bangunan menurut Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan (1990: 123), Pajak Bumi dan Bangunan 
merupakan pajak tidak langsung yang dipungut oleh Pemerintah Pusat 
dan hasil penerimaan pajak ini diarahkan kepada tujuan untuk 
kepentingan masyarakat daerah yang bersangkutan dengan letak obyek 
pajak, sehingga sebagian besar (90%) hasil penerimaan tersebut 




















































b. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan 
1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 penetapan atas Undang-
Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. 
2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2002 tentang penetapan Nilai 
Jual Kena Pajak untuk Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan. 
3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/ Keputusan Menteri 
Keuangan Nomor 04 tahun 2002 tentang perubahan Keputusan 
Menteri Keuangan Nomor 82/ Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
04 tahun 2002 tentang Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 
antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 
4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 201/ Keputusan Menteri 
Keuangan Nomor 04 tahun 2002 tentang Penyesuaian Besarnya Niai 
Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak sebagai Dasar Perhitungan 
Pajak Bumi dan Bangunan. 
c. Subyek Pajak dan Wajib Pajak 
1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata: 
a) mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau; 
b) memperoleh manfaat atas bumi, dan atau; 
c) memiliki bangunan, dan atau; 
d) menguasai bangunan, dan atau; 
e) memperoleh manfaat atas bangunan. 



















































d. Obyek Pajak 
1) Obyek Pajak Bumi dan Bangunan adalah “Bumi dan atau 
Bangunan” (Suandy, 2005: 61- 62). 
a) Bumi: Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi 
yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Contoh: 
sawah, ladang, kebun, tanah. pekarangan, tambang, dan lain-
lain. 
b) Bangunan: Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan 
secara tetap pada tanah dan atau perairan. 
Contoh: rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung 
bertingkat, pusat perbelanjaan, emplasemen, pagar mewah, 
dermaga, taman mewah, fasilitas lain yang memberi manfaat, 
jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai, dan lain-
lain. 
2) Obyek Pajak yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan 
yang: 
a) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum 
dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan 
nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh 
keuntungan, seperti masjid, gereja, rumah sakit pemerintah, 
sekolah, panti asuhan, candi, dan lain-lain. 
b) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang 


















































c) Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman 
nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan 
tanah negara yang belum dibebani suatu hak. 
d) Digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas 
perlakuan timbal balik. 
e) Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional 
yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. 
e. Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak 
Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual 
Obyek Pajak. Nilai Jual Obyek Pajak adalah harga rata-rata yang 
diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan 
bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Obyek Pajak 
ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain sejenis, atau 
nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Obyek Pajak pengganti. Nilai Jual 
Obyek Pajak ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun oleh Kepala Kantor 
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan 
mempertimbangkan pendapat Gubernur/ Bupati/ Walikota (Pemerintah 
Daerah) setempat. Dasar perhitungan pajak dalah Nilai Jual Kena Pajak 
yang ditetapkan minimal 20% (dua puluh persen) dan maksimal 100% 




















































Penetapan besarnya persentase untuk menentukan besarnya Nilai 
Jual Kena Pajak (Mardiasmo, 2009), yaitu: 
1)  Sebesar 40% (empat puluh persen) dari Nilai Jual Obyek Pajak 
untuk: 
a) Obyek Pajak Perkebunan 
b) Obyek Pajak kehutanan 
c) Obyek Pajak lainnya, yang Wajib Pajaknya perorangan dengan 
Nilai Jual Obyek Pajak atas Pajak Bumi dan Bangunan sama 
atau lebih besar dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 
2)  Sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Jual Obyek Pajak untuk: 
a) Obyek Pajak Pertambangan 
b) Obyek Pajak Lainnya yang Nilai Jual Obyek Pajaknya kurang 
dari Rp1000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 
 Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 
pajak dengan Nilai Jual Kena Pajak. Tarif pajak yang dikenakan atas 
Obyek Pajak sebesar 0,5% (nol koma lima persen). 
Berikut formulasi untuk menghitung Pajak Bumi dan Bangunan 
adalah sebagai berikut: 
PBB = TARIF PAJAK x NJKP 
        = 0,5% x [Persentase NJKP x (NJOP-NJOPTKP)] 
Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan 
untuk masing-masing Kabupaten/ Kota dengan besar setinggi-tingginya 


















































mempunyai beberapa Obyek Pajak maka yang diberikan Nilai Jual 
Obyek Pajak Tidak Kena Pajak hanya salah satu Obyek Pajak yang 
nilainya paling tinggi, sedangkan Obyek Pajak lain tetap dikenakan 
secara penuh tanpa dikurangi Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak. 
f. Tahun Pajak, Saat, dan Tempat yang Menentukan Pajak Terutang. 
1) Tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun takwim. Saat yang 
menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan obyek 
pajak pada tanggal 1 Januari. 
2) Tempat pajak yang terutang: 
a) Untuk daerah Jakarta, di wilayah Daerah khusus Ibukota Jakarta. 
b) Untuk daerah lain meliputinya, di wilayah Kabupaten Daerah 
Tingkat II atau Kotamadya Daerah Tingkat II, yang meliputi letak 
obyek pajak. 
3. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Undang-Undang 
  Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Undang-Undang 
Nomor 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 12 tahun 1994. 
a) Pendaftaran, Surat Pemberitahuan Obyek Pajak, Surat Pemberitahuan 
Pajak Terutang, dan Surat Ketetapan Pajak. 
Dalam rangka pendataan, subyek pajak wajib mendaftarkan obyek 
pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Obyek Pajak dan 
dikembalikan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Surat Pemberitahuan 


















































serta ditandatangani dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak 
yang wilayah kerjanya meliputi letak obyek pajak, selambat-lambatnya 
30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan 
Obyek Pajak. 
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang diterbitkan atas dasar Surat 
Pemberitahuan Obyek Pajak. Untuk membantu Wajib Pajak, Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang dapat diterbitkan berdasarkan data 
obyek pajak yang telah ada pada Direktorat Jenderal Pajak. 
b) Tata Cara Pembayaran dan Penagihan. 
Pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak 
tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang oleh Wajib 
Pajak. 
Pajak terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak 
dibayar atau kurang bayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% 
(dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai hari 
pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) 
bulan. 
  Denda administrasi tersebut ditambah dengan utang pajak yang 
belum atau kurang bayar ditagih dengan Surat Tagihan Pajak yang 
harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal 
diterimanya Surat Tagihan Pajak oleh Wajib Pajak. Apabila dalam 7 


















































Pajak mengeluarkan Surat Teguran. Direktur Jenderal Pajak akan 
mengeluarkan Surat Paksa apabila dalam 21 (dua puluh satu) hari 
Wajib Pajak belum melunasi pajak terutang dari saat Surat Teguran 
diterbitkan. 
Surat perintah melakukan penyitaan akan diterbitkan dua kali 24 
(dua puluh empat) jam dihitung dari Surat Paksa diterbitkan. Surat 
permintaan jadwal dan waktu pelelangan ke Kantor Lelang Negara 
diterbitkan paling cepat 10 (sepuluh) hari dari Surat Perintah melakukan 
penyitaan. Pajak yang terutang dapat dibayar di bank, kantor pos dan 
giro, dan tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. 
c) Pembagian Hasil Penerimaan Pajak. 
Sesuai Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan, hasil penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan merupakan penerimaan negara yang dibagi antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan imbangan pembagian 
sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) untuk Pemerintah 
Daerah Tingkat II dan Pemerintah Daerah I sebagai pendapatan daerah 
yang bersangkutan, sedangkan sisanya  10%  (sepuluh persen) 
merupakan bagian Pemerintah Pusat. Dengan memperhatikan 
pembagian tersebut terlihat bahwa hasil penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan diarahkan untuk kepentingan masyarakat di Daerah Tingkat 
II. Imbangan pembagian hasil penerimaan diatur dengan Peraturan 


















































B. Analisis Data dan Pembahasan 
1. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap pembayaran Pajak Bumi dan 
Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta Tahun 2008-2010 
Kota Surakarta dibagi menjadi 5 (lima) kecamatan yaitu 
Kecamatan Laweyan, Kecamatan Semangggi, Kecamatan Pasar Kliwon, 
Kecamatan Jebres, dan Kecamatan Banjarsari. Penerimaan Pajak Bumi 
dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta meningkat 
dari tahun ke tahun. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Surakarta untuk tahun 2008 dan tahun 2009 
tergolong rendah bila dibandingkan tahun 2010 karena masih banyak 
pokok maupun tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan yang belum dilunasi.  
Pelunasan pokok Pajak Bumi dan Bangunan yang diterima oleh 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta untuk  tahun 2008 adalah 
Rp19.763.485.634,00, dan Rp24.692.544.117,00 untuk tahun 2009. 
Sedangkan penerimaan pokok Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Surakarta untuk tahun 2010 meningkat dari 
tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp26.382.608.482,00. Pelunasan 
tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 sebesar 
Rp3.810.388.423,00, sehingga total pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan 
baik pokok maupun tunggakan tahun 2010 sebesar Rp30.006.267.905,00. 
Kota Surakarta dibagi menjadi 5 (lima) kecamatan yaitu 
Kecamatan Laweyan, Kecamatan Semangggi, Kecamatan Pasar Kliwon, 


















































Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta tahun 
2008 terendah pada kecamatan Semanggi yaitu sebesar 63,69%. Pelunasan 
pokok Pajak Bumi dan Bangunan kecamatan Semanggi sebesar 
Rp1.877.531.135,00, sedangkan total pokok Pajak Bumi dan Bangunan 
kecamatan Semanggi tahun 2008 sebesar Rp2.947.733.144,00. Pelunasan 
pokok Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Surakarta tahun 2008 tertinggi pada kecamatan Laweyan yaitu sebesar 
76,55%. Pelunasan pokok Pajak Bumi dan Bangunan kecamatan Laweyan 
sebesar Rp6.383.605.860,00, sedangkan total pokok Pajak Bumi dan 
Bangunan kecamatan Laweyan tahun 2008 sebesar Rp8.338.776.117,00. 
Berikut ini adalah tabel pelunasan pokok Pajak Bumi dan 
Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta tahun 2008:     
 
Tabel II.1 
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak terhadap 
Pembayaran Pokok Pajak Bumi dan Bangunan di 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta Tahun 2008 
Nama 
Kecamatan 







Laweyan 8.338.776.117 6.383.605.860 1.955.170.257 76,55 % 
Semanggi 2.947.733.144 1.877.531.135 1.070.202.009 63,69 % 
Pasar Kliwon 3.459.528.880 2.509.962.676 949.566.204 72,55 % 
Jebres 5.287.724.877 3.656.244.842 1.631.480.035 69,14 % 
Banjarsari 7.545.213.544 5.336.141.121 2.209.072.423 70,53 % 
Total 
(rata-rata) 




















































Pelunasan pokok Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Surakarta tahun 2009 terendah pada kecamatan Jebres yaitu 
sebesar 68,27%. Pelunasan pokok Pajak Bumi dan Bangunan kecamatan 
Jebres sebesar Rp3.827.490.072,00 sedangkan total pokok Pajak Bumi dan 
Bangunan kecamatan Jebres tahun 2009 sebesar Rp5.605.747.496,00. 
Pelunasan pokok Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Surakarta tahun 2008 tertinggi pada kecamatan Laweyan yaitu 
sebesar 97,71%. Pelunasan pokok Pajak Bumi dan Bangunan kecamatan 
Laweyan sebesar Rp8.765.853.162,00, sedangkan total pokok Pajak Bumi 
dan Bangunan kecamatan Laweyan tahun 2009 sebesar Rp 
8.970.554.848,00. 
Berikut ini adalah tabel pelunasan pokok Pajak Bumi dan 
Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta tahun 2009:  
 
Tabel II.2 
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak terhadap 
Pembayaran Pokok Pajak Bumi dan Bangunan di 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta Tahun 2009 
Nama 
Kecamatan 







Laweyan 8.970.554.848 8.765.853.162 204.701.686 97,71 % 
Semanggi 3.771.278.426 3.456.956.176 314.322.250 91,66 % 
Pasar Kliwon 4.097.783.030 3.456.810.435 640.972.595 84,35 % 
Jebres 5.605.747.496 3.827.490.072 1.778.257.424 68,27 % 
Banjarsari 7.545.940.201 5.185.434.265 2.360.505.936 68,71 % 
Total  
(rata-rata) 



















































Pelunasan pokok Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Surakarta tahun 2010 terendah pada kecamatan Banjarsari 
yaitu sebesar 69,33%. Pelunasan pokok Pajak Bumi dan Bangunan 
kecamatan Banjarsari sebesar Rp6.070.638.212,00, sedangkan total pokok 
Pajak Bumi dan Bangunan kecamatan Banjarsari tahun 2010 sebesar 
Rp8.755.613.618,00. Pelunasan pokok Pajak Bumi dan Bangunan di 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta tahun 2010 tertinggi pada 
kecamatan Pasar Kliwon yaitu sebesar 98,39 %. Pelunasan pokok Pajak 
Bumi dan Bangunan kecamatan Pasar Kliwon sebesar 
Rp3.957.391.272,00, sedangkan total pokok Pajak Bumi dan Bangunan 
kecamatan Pasar Kliwon tahun  2010 sebesar Rp4.021.752.565,00. 
Berikut ini adalah tabel pelunasan pokok Pajak Bumi dan 
Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta tahun 2010:  
 
Tabel II.3 
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak terhadap 
Pembayaran Pokok Pajak Bumi dan Bangunan di 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta Tahun 2010 
Nama 
Kecamatan 







Laweyan 8.818.416.553 7.914.782.545 903.634.008 89,75 % 
Semanggi 4.413.181.129 3.822.839.969 491.341.160 87,97 % 
Pasar Kliwon 4.021.752.565 3.957.391.272 64.361.293 98,39 % 
Jebres 5.096.304.040 4.616.956.484 479.347.556 90,59 % 
Banjarsari 8.755.613.618 6.070.638.212 2.684.975.406 69,33 % 
Total 
(rata-rata) 



















































Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Surakarta meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan 
karena meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak 
khususnya Pajak Bumi dan Bangunan. Pelunasan pokok Pajak Bumi dan 
Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta untuk tahun 2008 
sebesar Rp19.763.485.634,00, meningkat di tahun 2009 pelunasan pokok 
Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp24.692.544.117, kemudian 
meningkat lagi di tahun 2010 pelunasan pokok Pajak Bumi dan Bangunan 
sebesar Rp26.382.608.482,00. 
Berikut ini adalah grafik pelunasan pokok Pajak Bumi dan 
Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta tahun 2008-2010:  
                                            
Gambar II.1 
             Pelunasan pokok Pajak Bumi dan Bangunan di  





















































Pelunasan pokok Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008-2010 di 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta mengalami peningkatan. 
Terlihat dari meningkatnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dari tahun ke 
tahun, yaitu dari tahun 2008 sebesar 71,66% meningkat menjadi sebesar 
82,33% pada tahun 2009, kemudian meningkat lagi di tahun 2010 
sebesar 87,92%. 
Berikut ini adalah grafik tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap 
pelunasan pokok  Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Surakarta untuk tahun 2008-2010: 
 
                                             Gambar II.2 
               Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak terhadap 
          Pelunasan Pokok  Pajak Bumi dan Bangunan di  




















PAJAK BUMI DAN 
BANGUNAN
 
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Surakarta untuk tahun 2008 dan 2009 tergolong rendah bila 
dibandingkan tahun 2010 karena masih banyak pokok maupun tunggakan 


















































Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta 
untuk tahun 2010 meningkat dari tahun sebelumnya. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Surakarta untuk tahun 2008 dan 2009 tergolong 
rendah bila dibandingkan tahun 2010 yaitu kurangnya petugas lapangan 
yang terjun langsung untuk memungut pajak ke daerah pedesaan serta 
sistem pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan secara online kurang 
efektif sampai ke desa-desa mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta tahun 2008 
maupun tahun 2009. Faktor lain yang mempengaruhi penerimaan Pajak 
Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta untuk 
tahun 2008 dan 2009 tergolong rendah bila dibandingkan tahun 2010 
adalah aparat pemungut pajak kesulitan dalam melakukan pengawasan 
terhadap obyek pajak karena obyek pajak dapat berubah sewaktu-waktu 
baik disebabkan karena pengalihan obyek pajak kepada orang lain 
ataupun pembangunan yang tidak diketahui dalam waktu singkat. 
Potensi Pajak Bumi dan Bangunan pada penerimaan di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Surakarta tahun 2008 relatif kecil yaitu 4% dari 
total penerimaan pajak tahun 2008 sebesar Rp559.990.466.230,00, 
sedangkan untuk tahun 2009 sebesar 5% dari total penerimaan pajak 
tahun 2009 sebesar Rp621.752.415.235,00. Untuk tahun 2010 juga relatif 



















































               Tabel II.4 
Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta 
Tahun 2008 
No Jenis Pajak            Jumlah 
A. Pajak Penghasilan  
1. Pajak Penghasilan Pasal 21 119.531.506.927 
2. Pajak Penghasilan Pasal 22 14.175.102.408 
3. Pajak Penghasilan Pasal 23/26 16.364.361.974 
4. Pajak Penghasilan Pasal 25/29  40.282.520.001 
5. Pajak Penghasilan Final dan Fiskal Luar 
Negeri 
131.126.813.297 
6. Pajak Penghasilan Non Migas Lainnya 934.547 
7. Pengembalian Pajak Penghasilan 206.354.903 
 Total Pajak Penghasilan 321.274.884.251 
B. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Pertambahan Nilai Barang Mewah 
 
1. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai 
dan Pajak Pertambahan Nilai Barang 
Mewah 
 
1.1 Pajak Pertambahan Nilai 166.688.577.053 
1.2 Pajak Pertambahan Nilai Barang 
Mewah 
165.652.410 
1.3 Pajak Pertambahan Nilai/ Pajak 
Pertambahan Nilai Barang Mewah 
Lainnya 
42.372.423 
2. Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai 
dan Pajak Pertambahan Nilai Barang 
Mewah 
 
2.1 Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai 8.273.411.972 
2.2 Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai 
Barang Mewah 
117.444.550 
 Jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan 
Pajak Pertambahan Nilai Barang 
Mewah 
158.505.745.364 
C. Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan 
 
1. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan 21.809.142.000 
2. Pendapatan Bea Perolehan Hak atas 
Tanah dan Bangunan 
39.044.186.314 
 Jumlah Pajak Bumi dan Bangunan dan 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan 
60.853.328.314 
D. Pajak Lainnya 19.270.704.516 




















































Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta 
Tahun 2009 
No Jenis Pajak Jumlah 
A. Pajak Penghasilan  
1. Pajak Penghasilan Pasal 21 141.363.775.720 
2. Pajak Penghasilan Pasal 22 7.185.132.476 
3. Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor 3.778.265.455 
4. Pajak Penghasilan Pasal 23 13.252.252.025 
5. Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang 
Pribadi 
18.866.773.189 
6. Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan 18.388.378.335 
7. Pajak Penghasilan Pasal 26 240.654.868 
8. Pajak Penghasilan Final dan Fiskal Luar 
Negeri 
156.783.022.159 
9. Pajak Penghasilan Non Migas Lainnya 7.155.150 
 Jumlah Pajak Penghasilan 359.865.369.377 
B. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Pertambahan Nilai Barang Mewah 
 
1. Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri 153.208.449.516 
2. Pajak Pertambahan Nilai Impor 13.171.454.029 
3. Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah 
Dalam Negeri 
83.489.124 
4. Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah 
Impor 
51.030.584 
5. Pajak Pertambahan Nilai/ Pajak 
Pertambahan Nilai Barang Mewah Lainnya 
53.677.701 
 Jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Pertambahan Nilai Barang Mewah 
166.575.827.878 
C. Pendapatan atas PL dan PIB 20.105.177.168 
D. Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
 
1. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan 27.019.578.000 
2. Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah 
dan Bangunan 
48.198.618.812 
 Jumlah Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
75.179.040.812 
 Jumlah (A+B+C+D) 621.752.415.235 

























































             Tabel II.6 
Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta 
Tahun 2010 
No Jenis Pajak Jumlah 
A. Pajak Penghasilan  
1. Pajak Penghasilan Non Migas 370.143.353.898 
1.1 Pajak Penghasilan Pasal 21 130.747.763.975 
1.2 Pajak Penghasilan Pasal 22 8.695.675.401 
1.3 Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor 6.062.935.728 
1.4 Pajak Penghasilan Pasal 23 9.482.301.942 
1.5 Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang 
Pribadi 
19.893.271.394 
1.6 Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan 34.566.787.831 
1.7 Pajak Penghasilan Pasal 26 307.720.265 
1.8 Pajak Penghasilan Final dan Fiskal Luar 
Negeri 
160.386.897.362 
1.9 Pajak Penghasilan Non Migas Lainnya 45.675 
2. Pajak Penghasilan Migas 773.335 
 Jumlah Pajak Penghasilan 370.144.127.233 
B. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Pertambahan Nilai Barang Mewah 
 
1. Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri 125.748.889.139 
2. Pajak Pertambahan Nilai Impor 19.135.893.750 
3. Pajak Pertambahan Nilai Barang 
Mewah Dalam Negeri 
( 391.520.311 ) 
4. Pajak Pertambahan Nilai Barang 
Mewah Impor 
151.341.480 
5. Pajak Pertambahan Nilai/ Pajak 
Pertambahan Nilai Barang Mewah 
Lainnya 
19.652.629 
 Jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan 
Pajak Pertambahan Nilai Barang 
Mewah 
144.664.256.687 
C. Pendapatan atas PL dan PIB 21.549.903.724 
 Jumlah Pendapatan atas PL dan PIB 21.549.903.724 
D. Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan 
 
1. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan 32.423.403.592 
2. Pendapatan Bea Perolehan Hak atas 
Tanah dan Bangunan 
53.691.949.651 
 Jumlah Pajak Bumi dan Bangunan dan 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan 
86.115.353.243 
E. Offline  45.418.296.140 


















































Potensi Pajak Bumi dan Bangunan pada penerimaan di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Surakarta tahun 2008 relatif kecil yaitu 4% 
(empat persen) dari total penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Surakarta tahun 2008 sebesar Rp559.990.466.230,00. Apabila 
ditampilkan dalam bentuk diagram maka potensi Pajak Bumi dan 
Bangunan terhadap total seluruh penerimaan pajak di Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Surakarta tahun 2008 adalah sebagai berikut: 
 
Gambar II.3 
Potensi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Total Penerimaan Pajak di  
    Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta Tahun 2008 




Potensi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Total Penerimaan Pajak di 
        Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta Tahun 2008 



















































Potensi Pajak Bumi dan Bangunan pada penerimaan di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Surakarta tahun 2009 relatif kecil yaitu hanya 
5% (lima persen) dari total penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Surakarta tahun 2009 sebesar Rp621.752.415.235,00. Apabila 
ditampilkan dalam bentuk diagram maka potensi Pajak Bumi dan 
Bangunan terhadap total seluruh penerimaan pajak di Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Surakarta tahun 2009 adalah sebagai berikut: 
 
Gambar II.5 
Potensi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Total Penerimaan Pajak di 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta Tahun 2009 




Potensi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Total Penerimaan Pajak di 
          Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta Tahun 2009 



















































Potensi Pajak Bumi dan Bangunan pada penerimaan di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Surakarta tahun 2010relatif kecil yaitu hanya 
5% (lima persen) dari total penerimaan pajak di Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Surakarta tahun 2010 sebesar Rp667.891.937.027,00. 
Apabila ditampilkan dalam bentuk diagram maka potensi Pajak Bumi 
dan Bangunan terhadap total seluruh penerimaan pajak di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Surakarta tahun 2010 adalah sebagai berikut: 
 
Gambar II.7 
Potensi Pajak Bumi dan Bangunan terhadapTotal Penerimaan Pajak di 
 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta Tahun 2010 
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2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam 
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Surakarta untuk tahun 2008-2010. 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta tidak dapat mencapai 
target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk tahun 2008 dan 2009, 
maka pemerintah berupaya meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan untuk tahun 2010 agar dapat mencapai target.  Agar penerimaan 
Pajak Bumi dan Bangunan meningkat maka pemerintah berusaha 
meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Terbukti dengan 
tercapainya target pada tahun 2010, yaitu target sebesar 
Rp30.446.267.905,00, sedangkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan tahun  2010 adalah Rp32.423.403.592,00. 
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak 
dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sehingga dapat mencapai 
target adalah sebagai berikut: 
a) Adanya sosialisasi untuk mendorong Wajib Pajak dalam membayar 
Pajak Bumi dan Bangunan. 
Sosialisasi ini dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: 
1) Sosialisasi dari Pemerintah Daerah; 
2) Sosialisasi dari Kantor Pelayanan Pajak; 
3) Pekan Panutan yang diadakan 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo. 
Pemerintah tidak hanya menganjurkan masyarakat untuk membayar 


















































dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika Wajib Pajak tidak 
memenuhi kewajiban perpajakannya setelah tanggal jatuh tempo 
maka dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) per bulan. 
b) Adanya pemberian hadiah. 
Dalam upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar 
pajak, maka pemerintah memberikan hadiah berupa sepeda motor dan 
alat-alat elektronik. Semua Wajib Pajak yang telah melunasi kewajiban 
perpajakannya akan diundi untuk menentukan pemenang yang akan 
mendapatkan hadiah tersebut.  
c) Adanya insentif dari Pemerintah Pusat. 
Jika Pajak Bumi dan Bangunan dalam satu kota terlunasi minimal 
100% (seratus persen) maka Pemerintah Daerah memperoleh insentif 
dari Pemerintah Pusat maksimal 5% (lima persen). Pembagian insentif 
per-Kecamatan diserahkan kepada Pemerintah Daerah. 
d) Adanya fasilitas dari pemerintah yang mempermudah masyarakat 
dalam membayar pajak. 
Pemerintah memberi fasilitas kepada masyarakat berupa sistem 
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan secara online yang bisa 
dibayarkan melalui Anjungan Tunai Mandiri, seperti Bank Negara 
























































1. Pelunasan pokok Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008-2010 di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Surakarta mengalami peningkatan. Terlihat dari 
meningkatnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dari tahun ke tahun, yaitu 
dari tahun 2008 sebesar 71,66% meningkat menjadi sebesar 82,33% pada 
tahun 2009, kemudian meningkat lagi di tahun 2010 sebesar 87,92%. 
2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta dalam rangka meningkatkan 
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan telah melakukan koordinasi dengan 
instansi-instansi yang terkait seperti bank, kelurahan, dan lain-lain yang 
telah terjalin. 
3. Adanya upaya yang terus menerus dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak 
dalam rangka menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak dalam Pembayaran 
Pajak Bumi dan Bangunan mampu meningkatkan penerimaan Pajak Bumi 
dan Bangunan. Seperti adanya fasilitas dari pemerintah yang 
mempermudah masyarakat dalam membayar pajak. Pemerintah memberi 
fasilitas kepada masyarakat berupa sistem pembayaran Pajak Bumi dan 






















































1. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Surakarta untuk tahun 2008 dan 2009 tergolong rendah dibandingkan 
tahun 2010 karena masih banyak pokok maupun tunggakan Pajak Bumi 
dan Bangunan yang belum dilunasi. 
2. Kurangnya petugas lapangan yang terjun langsung untuk memungut pajak 
ke daerah pedesaan serta sistem pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 
secara online kurang efektif sampai ke desa-desa sehingga mempengaruhi 
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Surakarta tahun  2008 dan 2009 tergolong rendah dibandingkan tahun 
2010. 
3. Aparat pemungut pajak kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap 
obyek pajak karena obyek pajak dapat berubah sewaktu-waktu baik 
disebabkan karena pengalihan obyek pajak kepada orang lain ataupun 





























































1. Pelunasan pokok Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008-2010 di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Surakarta mengalami peningkatan. Pelunasan 
pokok Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Surakarta untuk tahun 2008 sebesar Rp19.763.485.634,00, meningkat di 
tahun 2009 pelunasan pokok Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 
Rp24.692.544.117, kemudian meningkat lagi di tahun 2010 pelunasan 
pokok Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp26.382.608.482,00. 
2. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak meningkat dari tahun ke tahun, yaitu dari 
tahun 2008 sebesar 71,66% meningkat menjadi sebesar 82,33% pada tahun 
2009, kemudian meningkat lagi di tahun 2010 sebesar 87,92%. 
3. Kurangnya petugas lapangan yang terjun langsung untuk memungut pajak 
ke daerah pedesaan serta sistem pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 
secara online kurang efektif sampai ke desa-desa sehingga mempengaruhi 
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Surakarta tahun  2008 dan 2009 tergolong rendah dibandingkan tahun 
2010. 
4. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk tahun 2008 dan 2009 
tergolong rendah dibandingkan tahun 2010 maka pemerintah berupaya 

















































Salah satu upaya tersebut adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Surakarta telah melakukan koordinasi dengan instansi-instansi yang terkait 
seperti bank, kelurahan, dan lain-lain yang telah terjalin. 
 
B. Rekomendasi 
Berdasarkan temuan yang diperoleh dari objek penelitian, penulis 
mengemukakan saran-saran sebagai berikut: 
1. Diharapkan adanya hubungan dan kerjasama yang baik antara Wajib Pajak 
dengan petugas pajak sehingga proses pemungutan pajak dapat berjalan 
dengan baik dan lancar. 
2. Pemerintah telah menyediakan fasilitas berupa sistem pembayaran Pajak 
Bumi dan Bangunan secara online untuk mempermudah masyarakat dalam 
membayar pajak namun harus lebih diefektifkan dan dikembangkan lagi 
sampai ke desa-desa. 
3. Dalam rangka penerimaan dan pengamanan pajak perlu dilakukan 
peningkatan kepatuhan Wajib Pajak baik secara aktif maupun secara 
persuasif. Namun apabila upaya–upaya tersebut tidak mampu berjalan 
secara optimal diperlukan suatu tindakan tegas dari fiskus dalam 
pemungutan pajak ini.  
 
 
